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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Reformasi keuangan negara ditandai dengan terbitnya Undang Undang 

Nomor 1Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang  Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. 

Reformasi keuangan negara ini dilakukan dalam rangka menciptakan pengelolaan 

keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan 

negara akhir tahun anggaran selalu menjadi momok bagi Kementerian/Lembaga. 

Pada saat itu Kementerian/Lembaga sangat sibuk merealisasikan belanjanya 

sehingga penyerapan anggaran tidak memenuhi target triwulanan yang ditetapkan 

oleh Kementerian Keuangan sehingga terjadi penumpukan diakhir tahun. 

Kondisi tersebut tentunya sangat tidak menguntungkan, karena 

sesungguhnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang biasa disingkat APBN 

diharapkan dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi peran 

APBN juga sebagai shock absorber di tengah peningkatan dampak risiko global, 

melalui belanja negara APBN berupaya menjangkau dan melindungi seluruh 

masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi.  Agar dapat memenuhi tujuan 

tersebut idealnya realisasi belanja atau penyerapan anggaran adalah merata dan 

proporsional sepanjang tahun anggaran. Dengan realisasi belanja yang merata dan 

proporsional akan mendorong keterwujudan peran belanja pemerintah sebagai 

countercyclical perekonomian. Oleh karena itu, penyerapan anggaran yang tidak 

merata (disparitas tinggi) dan tidak proporsional menjadi isu dalam mewujudkan 

belanja yang berkualitas. 

Kementerian Keuangan dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum 

Negara melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan 

menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran dalam rangka mengukur 

kualitas kinerja belanja dalam pelaksanaan APBN. Indikator kinerja pelaksanaan 



 

yang digunakan ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 

5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Perdirjen 5/PB/2022 merupakan 

perubahan atas Perdirjen 4/PB/2021, perubahan tersebut dilakukan dalam rangka 

mewujudkan belanja Kementerian/Lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik dan 

sesuai dengan tata kelola yang baik. Adapun perubahan tersebut berupa eliminasi 

atas beberapa indikator dimana sebelumnya pada tahun 2021 terdapat 13 (tiga 

belas) indikator menjadi 8 (delapan) indikator serta reformulasi perhitungan nilai 

pada beberapa indikator pada tahun 2022.  

Dengan adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dari 

Kementerian Keuangan pada Lembaga Administrasi Negara Jakarta 

menindaklanjutinya dengan menetapkan target nilai indikator pelaksanaan 

anggaran sebesar 97,99 tahun 2022 dan 95 pada tahun 2023 seperti tertuang dalam 

Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Adapun nilai indikator 

pelaksanaan anggaran pada Lembaga Administrasi Negara Jakarta pada tahun 2022 

dan 2023 pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan 2023 

Indikator Bobot 
Nilai 

2022 2023 

Revisi DIPA 10 100 100 

Deviasi Halaman III DIPA 10 80,18 71,8 

Penyerapan Anggaran 20 92,14 93,17 

Belanja Kontraktual 10 92,5 92,04 

Penyelesaian Tagihan 10 100 100 

Pengelolaan UP dan TUP 10 96,39 94,14 

Dispensasi SPM 5 100 100 

Capaian Output 25 100 99,97 

Nilai IKPA   95,34 94,42 

Sumber: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 



 

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat 

dilihat pada grafik 1.1 dibawah ini. 

 

Grafik 1.1 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 – 2023 

Sumber: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 

 

Pada tahun 2022 dan 2023 nilai indikator pelaksanaan anggaran pada 

Lembaga Administrasi Negara Jakarta tidak mencapai target yang ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. 

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dilakukan 

reformulasi dengan bobot mencapai 20%. Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan 

nomor 4/PB/2021 penilaian indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan 

rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan. Sedangkan 

pada Perdirjen Perbendaharaan nomor 5/PB/2022 penilaian indikator penyerapan 

anggaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target 

penyerapan triwulanan yang dihitung berdasarkan target penyerapan anggaran per 

jenis belanja. Target penyerapan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian 

Keuangan sebagai berikut pada tabel di bawah ini. 

 



 

Tabel 1.2 

Target Penyerapan Anggaran oleh Kementerian Keuangan 

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Belanja Pegawai 20% 50% 75% 95%

Belanja Barang 15% 50% 70% 90%

Belanja Modal 10% 40% 70% 90%

Target Triwulan
Jenis Belanja

  

Sumber: Perdirjen Kemenkeu PER 5 PB 2022 

Kondisi penumpukan penyerapan anggaran diakhir tahun juga terjadi di 

Lembaga Administrasi Negara. Berikut data realisasi penyerapan pertriwulan 

Lembaga Administrasi Negara tahun 2021 – 2023 (Pagu yang dicantumkan 

merupakan pagu revisi terakhir): 

Tabel 1.3  

Penyerapan Anggaran Lembaga Administrasi Negara Tahun 2021-2023 

Rp % Rp % Rp % Rp %

2021 308.446.909.000  40.886.883.121 13,26 114.466.980.203 37,11 183.193.900.093    59,39 302.301.323.402  98,01

2022 318.563.736.000  45.221.879.294 14,20 120.579.601.531 37,85 206.350.194.435    64,78 311.574.749.816  97,81

2023 329.099.461.000  49.261.422.285 14,97 131.285.236.670 39,89 212.488.731.335    64,57 326.818.205.143  99,31

Tahun Pagu

Realisasi

Triwulan I (Rp) Triwulan II (Rp) Triwulan III (Rp) Triwulan IV (Rp)

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 

 Lembaga Administrasi Negara mempunyai 8 (delapan)  satker yaitu 

Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Politeknik STIA LAN Jakarta, Politeknik 

STIA LAN Bandung, Politeknik STIA LAN Makassar, Pusat Pelatihan dan 

Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang 

PKASN), Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen 

Pemerintahan (Puslatbang KMP), Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian 

Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) dan Pusat Pelatihan dan 

Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN). Dari 

data di atas terlihat bahwa penyerapan anggaran Lembaga Administrasi Negara 

meningkat signifikan pada triwulan IV. Satker Lembaga Administrasi Negara 

Jakarta merupakan satker yang memiliki anggaran terbesar diantara kedelapan 

satker yang ada di Lembaga Administrasi Negara setiap tahunnya.  



 

Pada tahun anggaran 2023 anggaran satker Lembaga Administrasi Negara 

Jakarta adalah sebesar Rp.206.837.979.000 atau 64,00% dari anggaran Lembaga 

Administrasi Negara. 

Berikut progress penyerapan anggaran per triwulan pada satker LAN 

Jakarta 2021-2023 (Pagu yang dicantumkan merupakan pagu revisi terakhir): 

Tabel 1.4 

Penyerapan Anggaran Lembaga Administrasi Negara Jakarta 

Tahun 2021 – 2023 

Rp % Rp % Rp % Rp %

2021 182,924,215,000     25,743,604,108     14.07 70,297,813,129    38.43 111,635,121,912   61.03 179,789,818,799    98.29

2022 192,321,315,000     28,302,313,768     14.72 75,095,980,733    39.05 125,372,641,715   65.19 187,407,343,026    97.44

2023 193,666,181,000     31,182,411,622     16.10 81,614,442,724    42.14 124,218,364,836   64.14 192,995,946,356    99.65

Triwulan IV (Rp)

Realisasi

PaguTahun Triwulan I (Rp) Triwulan II (Rp) Triwulan III (Rp)

 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024 

Berdasarkan tabel di atas penyerapan anggaran satker Lembaga 

Administrasi Negara Jakarta, melonjak signifikan pada triwulan IV, sementara pada 

triwulan III realisasi baru mencapai 60% dari target nasional sebesar 70%. 

Kenaikan penyerapaan anggaran yang siginifikan tersebut disebabkan antara lain : 

1. Pada belanja pegawai, dinamika organisasi yang menyebabkan perubahan gaji, 

tunjangan yang melekat dan tunjangan kinerja sehingga perlu pengalokasian 

belanja pegawai. 

2. Pada belanja barang, perubahan jadwal kegiatan yag tidak sesuai dengan yang 

telah direncanakan. 

3. Pada belanja modal, koordinasi dengan instanasi terkait yang tidak 

dilaksanakan dari awal tahun. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Indikator Penyerapan Anggaran Dalam Pencapaian 

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Lembaga Administrasi Negara 

Jakarta”. 



 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran indikator 

penyerapan anggaran dalam pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran pada 

Lembaga Administrasi Negara Jakarta?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dan manfaat dilakukan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut. 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui peran indikator penyerapan anggaran dalam pencapaian kinerja 

pelaksanaan anggaran pada Lembaga Administrasi Negara Jakarta  

b. Memberikan rekomendasi untuk optimalisasi indikator penyerapan 

anggaran dalam Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lembaga 

Administrasi Negara Jakarta.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat yang diharapkan dengan penelitian ini, dapat 

dikemukakan sebagai berikut.  

a. Bagi Kepentingan Dunia Akademik 

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait 

dengan pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran khususnya dalam 

penyerapan anggaran  

b. Bagi Kepentingan Dunia Praktik 

Diharapkan sebagai bahan masukan dalam optimalisasi pencapaian 

kinerja pelaksanaan anggaran khususnya dalam penyerapan anggaran di 

Lembaga Administrasi Negara Jakarta. 

 


